BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1
Gambaran Umum tentang Perpajakan

2.1.1
Definisi Pajak

Yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2
Definisi Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi yaitu :

1.
Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluarannya.

2.
Fungsi Regurelend (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3
Definisi Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.1.4
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21


Pajak penghasilan Pasal 21, selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pembayaran Pajak Penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotongan lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

2.1.5
Tarif Pajak Penghasilan


Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dalam negeri telah diatur dalam Pasal 17 Undang-undang PPh, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak

	Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00 s/d Rp 25.000.000,00
	5 %

	Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00 
	10 %

	Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00
	15 %

	Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00
	25 %

	Di atas Rp 200.000.000,00
	35 %


2.1.6
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai Tahun 1999 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 361 / KMK.04 / 1998 tanggal 27 Juli 1998, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

	Status Wajib Pajak
	Besar PTKP th 1999

	a) Untuk Wajib Pajak orang pribadi (TK ..)
	Rp 2.880.000,00

	b) Untuk Wajib Pajak Kawin (K/ ..)

Tambahan untuk seorang istri yang Penghasilannya di gabungkan dengan Penghasilan suami
	Rp1.440.000,00

Rp 2.880.000,00

	c) Tambahan untuk setiap anggota keluarga (paling banyak 3 orang)

- K / 1  /  ........

- K / 2  /  ........

- K / 3 /   ........
	Rp 5.760.000,00

Rp 7.200.000,00

Rp 8.640.000,00


2.1.7
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Adapun fungsi NPWP adalah sebagai berikut :

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.1.8
Surat Pemberitahuan


Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a.
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah yang sebenarnya terutang.

b.
Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

c.
Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau apada suatu saat.

b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

 2.1.9
Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21


Tata cara perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berbeda-beda tergantung pada penerima penghasilan, maupun jenis penghasilannya. Adapun cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap adalah sebagai berikut :

a. Menghitung penghasilan bruto sebulan, terdiri dari gaji tetap sebulan ditambah tunjangan lainnya yang merupakan penghasilan dikenakan pajak termasuk premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai yang bersangkutan.

b. Menghitung besarnya penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan, terdiri dari :

· Potongan jabatan yaitu Potongan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, besarnya adalah 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya atau maksimal sebesar Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan. Potongan jabatan merupakan Potongan Potongan yang dapat dikurangi dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

· Iuran yang terkait dengan gaji kepada dana pensiun yang pendirianya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

c. Menghitung besarnya neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan  dengan 12.

d. Mengitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP).

e. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun, yaitu tarif pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dikalikan Penghasilan Kena Pajak.

f. Menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21(jumlah bulan dalam satu tahun).

Cara tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
	
	· Penghasilan bruto :
	
	

	1.
	Gaji sebulan
	X X
	

	2.
	Tunjangan PPh
	X X
	

	3.
	Tunjangan lainnya
	X X
	

	4.
	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
	X X
	

	5.
	Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21
	X X
	

	6.
	Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s / d 5)
	
	X X X

	
	· Pengurangan :
	
	

	7.
	Potongan jabatan
	X X
	

	8.
	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT
	X X
	

	9.
	Jumlah pengurangan (jumlah 7 & 8)
	
	X X X

	
	· Penghitungan PPh Pasal 21 :
	
	

	10. 
	Penghasilan neto sebulan (6 – 9)
	
	X X X

	11.
	Penghasilan neto setahun (10 x 12 bulan)
	
	X X X

	12.
	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
	
	X X X

	13.
	Penghasilan Kena Pajak setahun (11 – 12)
	
	X X X

	14.
	PPh Pasal 21 yang terutang (13 x tarif Pasal 17)
	
	X X X

	15.
	PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)
	
	X X X


 Contoh kasus :

Hasan bekerja pada perusahaan PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan Rp.850.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 30.000,00. Hasan menikah dan mempunyai satu anak.

Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan






Rp.    850.000,00

Pengurangan 


1. Potongan Jabatan :

    5 % X Rp.850.000,00

Rp.42.500,00

2. Iuran Pensiun


Rp.30.000,00








Rp.      72.500,00
    Penghasilan neto sebulan




Rp.    777.500,00 

    Penghasilan neto setahun adalah

             12 X Rp. 777.500,00




Rp. 9.330.000,00

3. PTKP setahun

    Untuk WP sendiri

Rp. 2.880.000,00

    Untuk WP kawin

Rp. 1.440.000,00

    Untuk 1 anak 

Rp. 1.440.000,00









Rp. 5.760.000,00

     Penghasilan Kena Pajak setahun



Rp. 3.570.000,00

      PPh Pasal 21 terutang :


5 % X Rp. 3.570.000,00
= Rp.   178.500,00

      PPh Pasal 21 sebulan :

           Rp.   178.500,00 : 12 

= Rp.      14.875,00

 2.2
Pengenalan Bahasa Pemrograman Borland Delphi

Pemrograman Delphi versi 5.0 berasal dari bahasa pemrograman yang cukup terkenal, yaitu pascal yang telah diciptakan pada tahun 1971 oleh ilmuwan dari Swiss, yaitu Niklous Wirth. Delphi pertama kali dirilis pada tahun 1996 dengan versi 1.0, sedangkan untuk versi 5.0 sendiri dirilis pada tahun 1999.


Delphi mempunyai fasilitas yang baik untuk mengaplikasikan sebuah program aplikasi sehingga penulis memilih untuk menggunakannya dalam program. Aplikasi yang dihasilkan oleh Delphi berkaitan erat dengan Sistem  Operasi Windows. Hal ini dikarenakan Delphi merupakan salah satu program aplikasi yang bekerja dengan sistem operasi windows atau dengan kata lain Delphi adalah cara yang paling sederhana untuk membangun aplikasi berbasis windows. Produktivitas dan pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi lima atribut penting yaitu :

a. Kualitas dari lingkungan pengembangan visual.

b. Kecepatan compiler dibandingkan dengan kompleksitasnya.

c. Kekuatan dan bahasa pemrograman dibandingkan dengan kompleksitasnya.

d. Fleksibelitasnya dari arsitektur basis data.

e. Pola desain dan pemakaian yang diwujudkan oleh frameworknya.

 Ada tiga versi dari Delphi yaitu :

a. 
Delphi 5 standar

adalah versi pemula dan ditujukan untuk pelajar yang ingin mendalami Delphi. Versi ini dilengkapi dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk mulai membuat aplikasi Delphi. Versi ini dilengkapi dengan 85 komponen standar di dalam Component Palettenya.

b.
Delphi 5 Profesional


adalah di tujukan untuk pengembangan profesional yang tidak menemukan fasilitas Client atau Server. Versi ini berisi semua fasilitas di versi standart dengan beberapa tambahan, diantaranya komponen standart yang disediakan sebanyak 150 komponen.

c.
Delphi 5 Enterprise


adalah di tujukan untuk pengembangan dengan aplikasi yang berkomunikasi dengan server SQL. Komponen standart yang dimilikinya sebanyak 200 komponen.

